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TANGGUNG JAWAB NEGARA PELUNCUR TERHADAP

PIHAK YANG DIRUGIKAN DALAM PELUNCURAN DAN
PENGOPERASIAN SATELIT RUANG ANGKASA

launching State to its space objects in the outer space.

Amad Sudiro*

ABSTRACT

The validity of the freedom regime in outer space regulated in the Outer Space Treaty in 1967
brings about many countries able to explore freely and use the outer space. One of the use of
outer space is marked with various outer space satellite launching and operation which may
cause a failure and hazard and or big loss on the surface of the earth such as the space shuttle
explodes, the rocket does not meet the target or possibly the space objects drop down or the
debris which enters the earth orbit so that causes a damage for another party. This will create
another international responsibility related with the jurisdiction problem and controlled by the

Kata kunci: Tanggung Jawab, Peluncuran, Pengoperasian Satelit.

I.

PENDAHULUAN

Kemajuan teknologi pener-
bangan sesudah berakhirnya pe-
rang dunia kedua membawa aki-
bat terhadap kehidupan manusia
sekarang, yang telah mampu me-
lakukan penerbangan-penerbang-
an baik ke ruang udara maupun ke
ruang angkasa. Kemajuan tekno-
logi ini tidak saja berpengaruh di
bidang politik, ekonomi, militer
dan kebudayaan, tetapi juga ber-
pengaruh di bidang hukum. Khu-
sus mengenai kegiatan peman-
faatan ruang angkasa ditandai de-
ngan peluncuran satelit milik Uni
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Soviet (sekarang Rusia) pada ta-
hun 1957 yaitu satelit Sputnik I.
Sejak saat itu ruag angkasa yang
tadinya kosong mulai diisi dengan
berbagai benda ruang angkasa,
terutama dari negara-negara yang
mempunyai keampuan teknologi
tinggi seperti Amerika Serikat dan
Rusia dengan fungsi dan tujuan
yang bermacam-macam.

Kegiatan pemanfaatan ruang
angkasa tersebut menimbulkan ju-
ga kekhawatiran umat manusia di
planet bumi, karena selain kegiat-
an itu berdampak positif tetapi da-
pat juga berdampak negatif, sebab
ada kemungkinan pengunaannya
untuk maksud dan tujuan yang ti-
dak damai atau dapat pula menim-



